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Abstrak 

Penelitian ini membahas mengenai problematika ketiadaan penegakan hukum terhadap 
Tindakan memelihara ikan hias spesies invasive di perairan Indonesia. Ketiadaan 
penegakan hukum terhadap Tindakan memelihara ikan hias spesies invasive 
mengakibatkan masyarakat tidak tahu dan acuh terhadap permasalahan memelihara ikan 
spesies invasive. Metode yuridis normatif adalah metode dalam penelitian hukum yang 
mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan 
dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.  Metode ini berupaya untuk 
memahami hukum tertulis yang berlaku secara murni.  Metode yuridis normatif 
dilakukan dengan cara menelisik undang-undang yang berlaku mengenai kasus yang 
dibahas dan melihat realita mengenai kasus yang dibahas secara komprehensif. Keberadaan 
ikan spesies invasive sebagai ikan hias menjadi permasalahan karena pemelihara seringkali 
melepasliarkan peliharaannya ke perairan. Akibatnya adalah ikan-ikan peliharaan tersebut 
merusak lingkungan perairan Indonesia. Contoh ikan invasif yang dibahas meliputi 
Arapaima Gigas, sapu-sapu, dan Red Devil, yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi dan 
bersaing dengan spesies lokal. Dampaknya termasuk disrupsi ekosistem, kerusakan habitat, 
penyebaran penyakit, dan dampak ekonomi sosial. Penelitian ini merekomendasikan 
peningkatan penegakan hukum dengan harapan penegakan hukum dapat meningkatkan 
kesadaran publik untuk melindungi ekosistem air tawar Indonesia sesuai dengan fungsi 
edukatif dari penegakan hukum.   

Kata-kata kunci : Penegakan Hukum, Pencegahan, Kerusakan, Lingkungan Hidup 

 Abstract  

This research discusses the problem of the absence of law enforcement regarding the act of keeping 
invasive species of ornamental fish in Indonesian waters. The absence of law enforcement regarding 
the act of keeping invasive species of ornamental fish has resulted in the public being ignorant and 
indifferent to the problems of keeping invasive species of fish. The normative juridical method is a 
method in legal research that bases its analysis on applicable laws and regulations that are relevant 
to the legal issues that are the focus of the research.  This method attempts to understand the written 
law that applies in a pure way.  The normative juridical method is carried out by examining the 
applicable laws regarding the case being discussed and looking at the reality of the case being 
discussed comprehensively. The existence of invasive species of fish as ornamental fish is a problem 
because keepers often release their pets into the waters. The result is that these pet fish damage 
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Indonesia's aquatic environment. Examples of invasive fish discussed include Arapaima Gigas, 
broomsticks, and Red Devil, which have high adaptability and compete with local species. The impacts 
include ecosystem disruption, habitat damage, the spread of disease, and socio-economic impacts. This 
research recommends increasing law enforcement in the hope that law enforcement can increase 
public awareness to protect Indonesia's freshwater ecosystems in accordance with the educational 
function of law enforcement. 

Keywords: Law Enforcement, Prevention, Damage, Environment 

 

Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara maritim. Artinya Indonesia memiliki luas 
perairan lebih luas dibandingkan dengan luas daratannya sendiri. Hal ini membuat 
bangsa Indonesia secara historis menggantungkan diri pada perairan untuk 
kemajuan peradaban masyarakatnya. Perairan Indonesia telah menjadi sumber 
kehidupan secara turun-temurun bagi bangsa Indonesia dan merupakan asset yang 
sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Seiring perkembangan zaman, manusia 
terus memanfaatkan sumber daya alam perairan Indonesia untuk berbagai 
kepentingan namun seringkali melupakan bahwa sumber daya air harus dijaga.  

Tindakan memelihara ikan yang seringkali disebabkan keinginan orangtua 
mengajarkan anak tentang tanggungjawab justru menjadi Tindakan yang 
sebaliknya. Kita justru mengajari anak-anak bahwa kita bebas bertindak seenak hati 
kita tanpa memikirkan implikasi/ dampak Tindakan kita.  

Dalam kasus penegakan hukum terhadap orang yang memelihara/ menjual-
belikan ikan spesies invasive diatur dalam Undang-undang Nomor Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya dalam 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pasal 88 menyatakan bahwa setiap orang 
yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, 
dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, budidaya ikan, sumber 
daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam atau keluar wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia, akan dikenai sanksi pidana penjara 
maksimal enam tahun dan denda hingga Rp1.500.000.000,00. 

Dengan melihat hasil putusan-putusan yang dipublikasikan ke direktori 
mahkamah agung mengenai penegakan hukum pidana khusus perikanan yang 
menggunakan pasal 88, diketahui bahwa dalam prakteknya, pasal 88 umumnya 
digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk menjerat pidana pelaku perdagangan 
perikanan dalam konteks ikan yang dikonsumsi atau dalam konteks industry 
perikanan. Penegakan hukum pasal 88 UU perikanan lebih mengarah pada 
bagaimana menjaga industri perikanan Indonesia, akibatnya penegakan hukum 
terlalu berfokus pada permasalahan bibit lobster, ranjungan dan lain sebagainya. 
Pemidanaan jarang atau tidak pernah dilakukan terhadap pelaku penjual atau 
pemelihara ikan spesies invasive. Pemerintah umumnya hanya meminta 
masyarakat untuk menyerahkan ikan-ikan yang mereka miliki dengan ancaman 
sanksi pidana jika menolak menyerahkan. Masalahnya adalah dalam banyak kasus 
masyarakat tidak paham mengenai larangan sanksi pidana dan menganggap 
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perkara memelihara ikan spesies invasive adalah perkara ringan.  

Pemerintah Indonesia telah melakukan yang terbaik dalam hal merumuskan 
undang-undang yang mumpuni untuk mengatur mengenai perikanan, lingkungan 
perairan, dan berbagai peraturan lainnya untuk menjaga kelestarian sumber daya 
alam perairan air tawar di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, undang-undang 
No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan No. P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Jenis 
Invasif merupakan landasan hukum yang mengatur pengendalian spesies invasif. 
Namun sayangnya pemerintah Indonesia belum bisa  mengimplementasikan 
regulasi ini sebagaimana seharusnya.  

Rekomendasi terkait penelitian ini tentunya adalah mengenai permasalahan 
terbesar dalam penelitian ini yaitu lemahnya atau bahkan ketiadaan penegakan 
hukum berarti terhadap praktik memelihara dan atau menjual ikan spesies invasive 
sebagai ikan hias di Indonesia. Ketiadaan penegakan hukum mengakibatkan 
permasalahan yang seharusnya serius dipandang menjadi permasalahan biasa saja 
atau bahkan tidak berarti. Suatu kesalahan yang terus menerus dibiarkan menjadi 
kebiasaan dan akhirnya menjadi normal. Kenormalan inilah yang seharusnya 
dicegah atau dirubah. Memelihara dan memperjualbelikan ikan spesies invasive 
adalah hal buruk atau salah, undang-undang pun sudah dikonsepsikan untuk 
mendukung pernyataan tersebut. Kembali lagi pada pemerintah melalui aparat 
penegak hukum dan instansi-instansi yang berwenang untuk mewujudkan realita 
sesuai dengan kepentingan terbaik bangsa Indonesia. 

Berdasarkan fonomena tersebut maka masalah yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah Bagaimana ekosistem air tawar di Indonesia, problematika 
ikan hias spesies invasif, hukum dan regulasi terkait ikan spesies invasive di 
Indonesia, dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. 

 

Metode  

Metode yuridis normatif adalah metode dalam penelitian hukum yang 

mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Mukti, 2010). 

Metode ini berupaya untuk memahami hukum tertulis yang berlaku secara murni 

(Soerjono, 2003). Metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menelisik undang-

undang yang berlaku mengenai kasus yang dibahas dan melihat realita mengenai 

kasus yang dibahas secara komprehensif (Johnny, 2007). Metode ini diharapkan 

dapat memaparkan kondisi ideal dari pelaksaan hukum tersebut apabila dilaksanakan 

dan melalui penelitian didapatkan juga mengenai realita yang terjadi. metode yuridis 

normatif  diharapkan dapat efektif dalam memberikan solusi terkait permasalahan 

yang dibahas. (Nugraha, 2019) 
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Hasil dan Pembahasan 

Ekosistem Air Tawar Di Indonesia 

 Lingkungan hidup air tawar merupakan lingkungan hidup seperti sungai, 
danau, dan lingkungan-lingkungan air tawar lainnya yang dihidupi oleh berbagai 
makhluk hidup. Lingkungan hidup air tawar berbeda dengan lingkungan hidup 
air laut karena lingkungan hidup air tawar memiliki air yang dapat dikonsumsi 
(Arthington, 2003). Keseimbangan lingkungan hidup air tawar lebih rawan rusak 
karena volume air yang lebih sedikit dan banyak dimanfaatkan oleh manusia. 
Akibatnya adalah seringkali manusia baik sengaja maupun tidak sengaja tidak 
memelihara ekosistem air tawar dengan baik. (Dodds, 2010) 

 Indonesia merupakan negara maritim. Artinya Indonesia memiliki luas 
perairan lebih luas dibandingkan dengan luas daratannya sendiri. Hal ini membuat 
bangsa Indonesia secara historis menggantungkan diri pada perairan untuk 
kemajuan peradaban masyarakatnya. Perairan Indonesia telah menjadi sumber 
kehidupan secara turun-temurun bagi bangsa Indonesia dan merupakan asset yang 
sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Seiring perkembangan zaman, manusia 
terus memanfaatkan sumber daya alam perairan Indonesia untuk berbagai 
kepentingan namun seringkali melupakan bahwa sumber daya air harus dijaga.  

Kesehatan lingkungan perairan tidak terlepas dari peran manusia. Manusia 
harus bertanggungjawab dalam mengelola perairan Indonesia agar keberlanjutan 
alam dapat berlangsung. Sebagai bagian dari alam, manusia Indonesia harus turut 
serta aktif dalam menjaga sumber daya alam Indonesia dari berbagai ancaman 
yang berpotensi merusak alam Indonesia. Kerugian akibat kerusakan alam tidak 
hanya dirasakan pemerintah melainkan seluruh rakyat Indonesia. Masuk lebih jauh 
mengenai perairan Indonesia, kita perlu tahu bahwa perairan Indonesia dibagi 
menjadi perairan air laut, perairan air payau dan perairan air tawar. Dalam 
pembahasan ini, peneliti akan berfokus mengenai keberlangsungan sumber daya 
alam air tawar di Indonesia. (Kottelat, 1993) 

Problematika Ikan Hias Spesies Invasif 

Memelihara ikan telah menjadi hobi atau kegiatan yang sangat umum 
dilakukan. Meskipun begitu kita jarang sekali mendapatkan pemahaman mengenai 
implikasi memelihara ikan terhadap lingkungan hidup sekeliling kita. Pemahaman 
kita mengenai memelihara ikan umumnya sekedar membeli ikan, memasukan ikan 
ke wadah, memberikannya makan, membersihkan wadah ikan dan seterusnya. 
Kegiatan memelihara ikan cenderung egosentris atau hanya berpusat pada 
kepuasan batin manusia. Seringkali manusia yang memelihara ikan juga tidak 
memperdulikan kesejahteraan ikan peliharaannya dan tidak ragu membuang/ 
membunuh ikan peliharaannya Ketika ia telah bosan. (Strayer, 2010) 

 Namun tidak semua orang berpikiran egosentris, banyak juga yang 
memiliki niatan baik/ tulus namun tidak dibekali dengan pemahaman yang tepat. 
Mereka merasa telah mengasihi peliharaan mereka dengan cara mereka sendiri 
namun tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang Tindakan mereka. 
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Meskipun Tindakan mereka masih ada pada spektrum egosentris, namun 
golongan ini masih dapat diberikan pengertian karena mereka tidak berniat jahat 
atau merasa Tindakan mereka merupakan tindakan yang baik. Golongan inilah 
yang paling umum ditemukan dan merupakan target penyuluhan dari hasil artikel 
jurnal ini. Tindakan paling umum yang mereka lakukan adalah pertama 
memelihara ikan dengan tidak tepat sehingga ikan tersebut hidup menderita/ tidak 
menikmati kondisi hidup optimal, dan kedua dengan mudah melepaskan 
peliharaan mereka ke perairan bebas dengan maskud baik. (Britton, 2013) 

a. Masalah yang ditimbulkan oleh ikan hias spesies invasif. 

1) Disrupsi Ekosistem Lokal 

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang Jenis Invasif, spesies 
invasif adalah spesies, baik spesies asli maupun bukan, yang mengkolonisasi 
suatu habitat secara masif yang dapat menimbulkan kerugian terhadap ekologi, 
ekonomi dan sosial. Definisi ini menggambarkan mengenai apa itu spesies 
invasive. Pertama, spesies invasive seringkali spesies yang bukan spesies asli, 
artinya merupakan spesies yang diintroduksi dari wilayah asing ke wilayah 
baru. Spesies tersebut memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa sehingga 
mampu mengkolonisasi habitat tempat introduksinya. Introduksi secara 
massif dari spesies asing yang masuk tentunya merusak tatanan ekosistem 
yang telah ada. (IUCN, 2020) 

Kompetisi dengan Spesies Asli (Nugraha, 2019) : Ikan spesies invasive 
secara langsung bersaing dengan spesies asli yang sudah ada di ekosistem 
tersebut. Jika spesies invasive kalah bersaing maka tidak akan timbul masalah. 
Namun ikan spesies invasive menjadi masalah karena ikan spesies invasive 
seringkali memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa dan sifat kompetitif 
yang berlebihan. Maksudnya adalah ikan spesies invasive seringkali 
merupakan ikan yang memiliki kemampuan reproduksi massal yang luar 
biasa sehingga jumlah mereka bertambah signifikan dalam waktu yang cepat. 
Mereka juga umumnya merupakan spesies predator yang tidak memiliki 
Batasan makanan. Tubuh mereka bertambah besar seiring dengan makanan 
mereka. Akibatnya ikan-ikan ini kemudian menjadi predator puncak dan tidak 

memiliki saingan. (Sodhi, 2009) 

2)  Kerusakan Habitat 

Penghancuran Vegetasi Air: Kembali pada permasalahan predasi, 
seringkali ikan-ikan spesies invasive tidak harus pemangsa sesame ikan 
namun juga bisa pemakan tanaman air. Hal ini merusak ekosistem vegetasi air 
dengan cepat. Kerusakan vegetasi air juga dapat terjadi karena berubahnya 
kadar kimia dalam air akibat keberadaan ikan-ikan predator yang 
menghasilkan kotoran lebih. Dampaknya adalah air yang tadinya bening cepat 
menjadi keruh karena air dengan kadar ammonia tinggi akan cepat hijau. Hal 
ini mengakibatkan cahaya matahari yang masuk tidak sampai ke dasar 
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permukaan air sungai/ daerah ailiran air. 

3) Penyebaran Penyakit 

Penyebaran penyakit terjadi pada spesies-spesies local karena spesies 
invasive seringkali membawa virus/ bakteri di tubuhnya. Spesies-spesies 
invasive umumnya sudah kebal terhadap penyakit yang dibawanya namun 
penyakit tersebut dapat mematikan bagi spesies-spesies lainnya. Hal ini 
mengakibatkan banyak spesies asli yang mati karena penyakit yang dibawa 
oleh spesies invasive. Keberadaan penyakit ini juga menurunkan kualitas air 
yang seharusnya dapat dikonsumsi, dengan demikian berpengaruh pada 
makhluk-makhluk hidup yang memanfaatkan air untuk diminum termasuk 
manusia. 

4)  Ekonomi dan Sosial 

Penurunan Produktivitas Perikanan: Spesies invasif dapat mengurangi 
hasil tangkapan ikan lokal yang merupakan sumber pendapatan bagi nelayan. 
Hal ini berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat yang 
bergantung pada perikanan. 

Biaya Pengendalian dan Pemulihan: Upaya untuk mengendalikan 
populasi ikan invasif dan memulihkan ekosistem yang terdegradasi 
membutuhkan biaya yang besar. Biaya yang besar yang seharunya dapat 
dipakai untuk hal-hal yang lebih berguna jadi dipakai untuk pemulihan alam 
(WWF Indonesia, 2020). Tindakan tersebut jelas Tindakan yang merugikan 
negara, sudah sepatutnya penanganannya sama seriusnya dengan 
penanganan tindak pidana korupsi. 

5)  Perubahan Ekologis Jangka Panjang 

Kehadiran ikan invasif dapat menyebabkan perubahan ekologis jangka 
panjang yang sulit untuk dipulihkan: ekologi suatu lingkungan tidak terlepas 
dari spesies yang menempatinya. Jika spesies-spesies yang telah membentuk 
dan menjaga keseimbangan ekologi dalam lingkungan tersebut hilang, 
tentunya akan menganggu keseimbangan ekologis secara keseluruhan. 
Dampak dari kerusakan ekologi tentunya bisa local sampai global, dan yang 
akan merasakan dampak terbesar tentunya adalah manusia. Manusia secara 
sadar maupun tidak sadar sangat bergantung pada keseimbangan ekologi 
suatu wilayah. 

b. Beberapa kasus ikan spesies invasif di Indonesia: 

1) Ikan Arapaima Gigas di Indonesia: 
a) Kasus di Garut, Jawa Barat 

Pada tanggal 15 Juli 2022, warga setempat menemukan beberapa ikan 
Arapaima Gigas yang berenang dalam air banjir. Keberadaan ikan asing yang 
berasal dari perairan Amazon di Amerika Selatan ini mengakibatkan 
kebingungan bagi warga sekitar. Ternyata ikan-ikan tersebut berasal dari 
seorang pemelihara ikan Arapaima Gigas yang mengalami kerusakan tanggul 
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kolam. Akibatnya ikan-ikan tersebut terlepas. Dari informasi yang didapatkan 
dari media disebutkan bahwa ikan-ikan tersebut berhasil ditangkap, meskipun 
begitu tetap ada kekhawatiran akan adanya ikan yang tidak terdeteksi yang 
dikemudian hari dapat merusak lingkungan perairan Garut. (CNN Indonesia, 
2022) 

b) Kasus di Tangerang, Banten 

Kasus lainnya terjadi di Kelurahan Kedaung Baru, Kecamatan Neglasari, 
Kota Tangerang. Masyarakat internet/ netizen Indonesia dibuat geger akan 
adanya video penangkapan ikan Arapaima Gigas di Kota Tangerang. 
Kesimpulan yang dapat diambil adalah ada pemilik tidak bertanggungjawab 
yang dengan sengaja melepas ikan tersebut ke daerah aliran sungai. Meskipun 
begitu tidak ada kelanjutan lebih mendalam dari kasus ini. (Detik News, 2021) 

c) Kasus di Mojokerto, Jawa Timur 

Pada tahun 2018, Sebanyak 70 ekor ikan yang berasal dari Amerika 
Selatan ini dibuang oleh pemiliknya ke sungai Brantas setelah pemiliknya 
menyerah akan biaya makan ikan-ikan peliharaannya yang sangat tinggi. 
Kasus ini mendapat perhatian nasional sampai-sampai pemerintah melalui 
Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) harus berupaya membersihkan 
ikan-ikan Arapaima tersebut dari sungai Brantas untuk melindungi ekosistem 
sungai Brantas. Sayangnya dalam kasus ini tidak ada berita mengenai 
penegakan hukum terhadap pelaku pelepasliaran ikan-ikan spesies invasive 
yang sangat berbahaya ini. (Tempo, 2018) 

2) Ikan Sapu-sapu 

Ikan sapu-sapu yang memiliki nama ilmiah Pterygoplichthys spp., 
berasal dari Sungai Amazon di Amerika Selatan. Ikan sapu-sapu yang berasal 
dari perairan Amazon ini telah menjadi ikan yang tidak dapat terpisahkan dari 
akuarium rumahan dan sayangnya berbagai sungai di dunia. Sejak 
diperkenalkan pada tahun 1970 untuk menjadi ikan pembersih  akuarium, 
ikan sapu-sapu telah menjadi bagian integral dari perdagangan ikan hias di 
seluruh dunia termasuk di Indonesia (Smith, 2021). Di Indonesia, nama sapu-
sapu berasal dari fungsinya di akuarium yaitu pembersih lumut (Nakagawa et 
al., 2021). Sebagai ikan hias yang telah mengalami berbagai modifikasi, 
keindahan warna dan kemampuan membersihkan kaca akuarium membuat 
ikan sapu-sapu populer sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam 
ekosistem akuarium. Beberapa varietas seperti albino dan kuning oranye 
dikembangbiakkan untuk meningkatkan daya tariknya (Rixon1 et al., 2005). 

 Ikan sapu-sapu dipelihara karena termasuk ikan yang tahan banting di 
akuarium atau tidak mudah mati. Oleh karena itu ikan sapu-sapu menjadi 
ancaman bagi populasi spesies ikan lokal di Indonesia. Karena kemampuan 
adaptasinya yang tinggi, ikan ini dapat menjadi hama di perairan umum 
(Barlow, 2003). Contohnya, di Sungai Ciliwung, populasi sapu-sapu diduga 
telah mendominasi dan mengurangi populasi spesies ikan lokal seperti benteur 
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dan tawes-tawesan (Hepsari, 2019). 

Selain itu, ikan sapu-sapu juga ditemukan hidup di perairan yang 
terkontaminasi logam berat seperti kadmium, merkuri, dan timbal (Tamsil et 
al., 2021). Hal ini menimbulkan masalah lain. Ikan sapu-sapu seringkali 
dipanen oleh orang-orang yang kurang pengetahuan maupun tidak 
bertanggungjawab untuk dikonsumi maupun dijual menjadi berbagai produk 
olahan mulai dari Siomay, Batagor sampai Abon. Oleh karena itu bahaya ikan 
sapu-sapu tidak hanya pada lingkungannya saja melainkan juga secara 
langsung kepada manusia. Seringkali pedagang siomay menipu pelanggan 
dengan menjual ikan sapu-sapu sebagai bahan daging menggantikan ikan 
tenggiri karena harga ikan sapu-sapu yang cenderung lebih murah (Ghaisani, 
2020). 

Dalam perdagangan ikan hias, terdapat kesalahpahaman mengenai 
manfaat ikan sapu-sapu sebagai pembersih akuarium (Mansur, 2018). Meski 
ikan ini dapat membersihkan akuarium, namun kotoran yang dihasilkan ikan 
sapu-sapu justru membuat air akuarium lebih kotor (Carvalho, 2020). 
Banyaknya kotoran ikan sapu-sapu berujung pada tingginya kadar ammonia 
dalam air yang membuat lumut semakin subur. Ditambah keberadaan ikan 
sapu-sapu justru dapat mematikan bagi ikan satu akuarium lainnya. Ikan sapu-
sapu diketahui sering menghisap lendir ikan yang diperlukan untuk hidup. 
Dengan demikian ikan sapu-sapu justru membahayakan bagi ikan satu 
akuariumnya (Ferguson, 2016). 

3) Ikan Red Devil (Amphilophus labiatus) 

Ikan Red Devil merupakan spesies ikan predator Invasif yang kini cukup 
populer dibicarakan di komunitas pemancing sungai karena menggantikan 
spesies-spesies lokal. Meskipun berasal dari Amerika Tengah, keberadaan ikan 
Red Devil telah tercatat di berbagai lokasi di Indonesia, yang paling mencolok 
adalah keberadaan ikan Red Devil di Danau Toba di Sumatera Utara, Waduk 
Kulon Progo di Wonorejo, Tulungagung, Waduk Sermo di Yogyakarta, dan 
Danau Sentani di Papua. Keberadaan ikan Red Devil mengancam spesies-
spesies local yang ada di danau-danau tersebut. Akibatnya masyarakat 
seringkali menangkap lebih banyak ikan red devil yang memiliki nilai jual 
rendah dan ikan-ikan konsumsi justru berkurang hasilnya (Umar, 2015). 

Berbagai sumber menyebutkan bahwa ikan Red Devil mulai masuk ke 
Indonesia sekitar tahun 1990-an, diimpor dari Malaysia dan Singapura sebagai 
ikan eksotis untuk dipelihara di akuarium. Sayangnya penghobi ikan red devil 
tidak bertanggungjawab akibat kurangnya literasi mengenai ikan yang mereka 
pelihara. Mereka melepas ikan red devil ke berbagai perairan tanpa 
memikirkan konsekuensi lebih lanjut. 

Hukum Dan Regulasi Terkait Ikan Spesies Invasive Di Indonesia 

Dalam menjaga lingkungan Indonesia dari spesies invasive, ada berbagai 
peraturan dan undang-undang yang telah dibuat baik yang masih berlaku maupun 
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tidak. Demikian sedikit rangkuman dari berbagai undang-undang dan peraturan-
peraturan tersebut: 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya 
Alam Hayati dan Ekosistemnya: Undang-undang ini mengatur tentang 
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, termasuk 
perlindungan terhadap spesies asli dari ancaman spesies invasif. 

b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Undang-
undang ini mengatur tentang pengelolaan hutan dan kelestarian ekosistem 
hutan, termasuk perlindungan terhadap hutan dari ancaman spesies invasif. 

c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan 
Tumbuhan: Undang-undang ini mengatur tentang karantina sebagai upaya 
pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan 
penyakit ikan, atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dan 
dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam 
wilayah negara Republik Indonesia. Karantina dilakukan dengan harapan 
jenis-jenis spesies yang masuk dapat terdeteksi lebih awal.  

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations 
Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Mengenai Keanekaragaman Hayati): Undang-undang ini lahir dari 
persetujuan pemerintah Indonesia untuk mengesahkan Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati, yang salah 
satu tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran spesies invasif yang 
berpotensi merusak keanekaragaman hayati (Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1994). 

e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan: Undang-undang 
ini mengatur tentang pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan sumber 
daya ikan, termasuk perlindungan terhadap sumber daya ikan dari ancaman 
spesies invasif. Undang-undang ini diundangkan karena undang-undang 
perikanan yang lama telah using dan tertinggal dengan jaman. Undang-
undang ini juga membuka pintu untuk masyarakat Indonesia agar dapat 
lebih mudah mencari nafkah di bidang perikanan. Secara keseluruhan UU 
No 31 Tahun 2004 merupakan UU Administratif perikanan yang dibuat 
untuk memodernisasi UU perikanan yang lama (DPR.RI (2023). 

f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup: Undang-undang ini mengatur tentang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk perlindungan 
terhadap ekosistem dari ancaman spesies invasif. Meskip 

g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Jenis Invasif: 
Peraturan ini dibuat untuk melakukan pencegahan masuknya serta 
mengendalikan atau membasmi jenis-jenis asing yang mengancam 
ekosistem, habitat, atau spesies. Peraturan ini juga memberikan definisi 
tentang “Jenis Invasif” sebagai spesies, baik spesies asli maupun bukan, yang 
mengkolonisasi suatu habitat secara masif yang dapat menimbulkan 
kerugian terhadap ekologi, ekonomi, dan sosial 
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h. Strategi Nasional dan Arahan Rencana Aksi adalah dokumen yang  
disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian 
Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan guna menanggulangi 
permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan spesies invasif. Dokumen ini 
berisi strategi dan rencana aksi untuk mengelola spesies asing invasif di 
Indonesia. Dokumen ini diperlukan karena untuk menangani permasalahan 
lingkungan tidak dapat dilakukan serta merta tanpa perencanaan yang 
matang. Jika tidak menggunakan perencanaan berbasis pada data saintifik, 
dikhawatirkan tragedi masuknya eceng gondok sebagai spesies invasive di 
Indonesia terulang. Eceng Gondok masuk ke Indonesia diintroduksi oleh 
Belanda yang berupaya menangani erosi, namun eceng gondok justru 
menjadi permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan sampai sekarang 
di perairan Indonesia (Ooi, dkk, 2019). 

Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia 

Dalam kasus penegakan hukum terhadap orang yang memelihara/ menjual-
belikan ikan spesies invasive diatur dalam Undang-undang Nomor Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan perubahannya dalam 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pasal 88 menyatakan bahwa setiap orang 
yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, 
dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, budidaya ikan, sumber 
daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam atau keluar wilayah 
pengelolaan perikanan Republik Indonesia, akan dikenai sanksi pidana penjara 
maksimal enam tahun dan denda hingga Rp1.500.000.000,00. 

Dengan melihat hasil putusan-putusan yang dipublikasikan ke direktori 
mahkamah agung mengenai penegakan hukum pidana khusus perikanan yang 
menggunakan pasal 88, diketahui bahwa dalam prakteknya, pasal 88 umumnya 
digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk menjerat pidana pelaku perdagangan 
perikanan dalam konteks ikan yang dikonsumsi atau dalam konteks industry 
perikanan. Penegakan hukum pasal 88 UU perikanan lebih mengarah pada 
bagaimana menjaga industri perikanan Indonesia, akibatnya penegakan hukum 
terlalu berfokus pada permasalahan bibit lobster, ranjungan dan lain sebagainya. 
Pemidanaan jarang atau tidak pernah dilakukan terhadap pelaku penjual atau 
pemelihara ikan spesies invasive. Pemerintah umumnya hanya meminta 
masyarakat untuk menyerahkan ikan-ikan yang mereka miliki dengan ancaman 
sanksi pidana jika menolak menyerahkan. Masalahnya adalah dalam banyak kasus 
masyarakat tidak paham mengenai larangan sanksi pidana dan menganggap 
perkara memelihara ikan spesies invasive adalah perkara ringan.  

Sisi positif dari keberadaan pasal 88 UU Perikanan dengan sanksi pidana 
adalah penjualan ikan spesies invasive umumnya tidak dapat dilakukan melalui 
media toko online yang resmi. Perusahaan-perusahaan toko online yang resmi 
umumnya memilliki pengetahuan/ kesadaran hukum yang cukup untuk menolak 
membantu penjualan ikan spesies invasive di Indonesia. Dengan demikian 
keberadaan Pasal 88 UU perikanan cukup memberikan efek pencegahan dalam 
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konteks penyebaran ke seluruh Indonesia.  

Sisi negatifnya adalah, tanpa adanya sisi penjeraan, masyarakat biasa tetap 
tidak teredukasi akan masalah ikan spesies invasive. Mereka masih berpikiran 
bahwa tidak ada sanksi berarti atau jikapun ada paling jauh hanya disita sehingga 
praktik berjualan secara langsung atau offline tetap berjalan seperti biasa. Contoh 
konkritnya adalah hampir mustahil untuk tidak menemukan ikan spesies invasif 
di toko ikan manapun. Ikan sapu-sapu yang lumrah dijual sebagai pembersih kaca, 
ikan alligator gar & ikan red devil yang digemari komunitas ikan alligator dan 
berbagai ikan-ikan spesies invasive lain umumya ada dijual bebas di toko ikan hias 

 

Simpulan 

Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengingatkan bahwa salah satu 
ancaman terbesar bagi ekosistem air tawar Indonesia adalah spesies ikan invasif. 
Beberapa contoh yang menonjol termasuk Arapaima Gigas, ikan sapu-sapu, dan 
ikan Red Devil. Spesies-spesies ini dikenal karena kemampuannya untuk 
beradaptasi dengan cepat dan bersaing dengan spesies lokal untuk sumber daya, 
yang mengakibatkan disrupsi keseimbangan ekosistem lokal. Misalnya, Arapaima 
Gigas yang dilepasliarkan di sungai-sungai Indonesia dapat memangsa ikan lokal, 
merusak rantai makanan, dan menyebabkan kepunahan spesies asli. Ikan sapu-
sapu, dengan kemampuannya hidup di perairan tercemar, sering kali mendominasi 
habitat dan mengurangi populasi ikan asli. Ikan Red Devil, yang agresif dan cepat 
berkembang biak, dapat merusak habitat dan mengancam kelangsungan hidup 
spesies lokal. 

Pemerintah Indonesia telah melakukan yang terbaik dalam hal merumuskan 
undang-undang yang mumpuni untuk mengatur mengenai perikanan, lingkungan 
perairan, dan berbagai peraturan lainnya untuk menjaga kelestarian sumber daya 
alam perairan air tawar di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, undang-undang 
No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan No. P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Jenis 
Invasif merupakan landasan hukum yang mengatur pengendalian spesies invasif. 
Namun sayangnya pemerintah Indonesia belum bisa  mengimplementasikan 
regulasi ini sebagaimana seharusnya.  

Rekomendasi terkait penelitian ini tentunya adalah mengenai permasalahan 
terbesar dalam penelitian ini yaitu lemahnya atau bahkan ketiadaan penegakan 
hukum berarti terhadap praktik memelihara dan atau menjual ikan spesies invasive 
sebagai ikan hias di Indonesia. Ketiadaan penegakan hukum mengakibatkan 
permasalahan yang seharusnya serius dipandang menjadi permasalahan biasa saja 
atau bahkan tidak berarti. Suatu kesalahan yang terus menerus dibiarkan menjadi 
kebiasaan dan akhirnya menjadi normal. Kenormalan inilah yang seharusnya 
dicegah atau dirubah. Memelihara dan memperjualbelikan ikan spesies invasive 
adalah hal buruk atau salah, undang-undang pun sudah dikonsepsikan untuk 
mendukung pernyataan tersebut. Kembali lagi pada pemerintah melalui aparat 
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penegak hukum dan instansi-instansi yang berwenang untuk mewujudkan realita 

sesuai dengan kepentingan terbaik bangsa Indonesia. 
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